
KOMISI PEMILIHAIT UMUM

KOTA PANGKALPINANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG

NOMOR 2TF.IIUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI

DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG

Menimbang a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan

Presiden Nomor 33 Tahun 2Ol2 tentang Jaringan

Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang

menyatakan Biro Hukum dan/atau Unit kerja yang tugas

dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan

dengan dokumen hukum pada lembaga Pemerintahan

Non Kementerian wajib membentuk organisasi jaringan

dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 tahun 2015 tentang

Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum yang menyatakan

untuk mewujudkan pelaksanaan tugas pelayanan

informasi hukum yang efektif dan efisien perlu di tunjuk
Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan

Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang tentang

Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan

Dokumentasi...

https://dih.kpu.go.idlbabel/pangkalpinang/

SALINAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG,



-2-

Mengingat

Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi

Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang;

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik (kmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran

Negara Repubtik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 182, Tambahan kmbaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2Ol2 tentang

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor

82);

4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor

8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan

Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2019 Nomor 692);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019

tentang Tata Ke{a Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 4 Tahun 2O2l terftang Perubahan Ketiga atas

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019

tentang Tata Keda Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2021 Nomor 786);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum 14 Tahun 2O2O

tentang T\rgas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata

Ke{a Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota

Berita...

https://jdih.kpu.go.idlbabel/pangkalpinang/
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Memperhatikan

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 202O Nomor

r236l.;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor

134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan

Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan

Umum;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 673lTIK.Ol-

KptlO3/KPU /l1l/2}19 tentang Pembentukan Tim Pembina

dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi

Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik

Indonesia Sebagaimana telah diubah dengan Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 553/TIK.01-

Kptl03/KPU lVlIl/2O2L tentang Perubahan atas

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 673 /TLK.OI-

Kpt/O3|I{PU /il1/2019 tentang Pembentukan Tim Pembina

dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi

Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik

Indonesia;

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor

lO /HK.O4 I 08 / 2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan

Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;

Berita Acara Rapat Pleno KPU Kota Pangkalpinang Nomor:

5/PK.0 1-BA/ 197 1 / 2022, Tanggal 17 Maret 2022;

MEMUTUSIGN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA

PANGKALPINANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA

DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN

INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN

UMUM KOTA PANGKALPINANG.

Menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan

Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi

Pemilihan...

KESATU

https://jdih.kpu.go.idlbabel/pangkalpinang/

Menetapkan



KEDUA

KETIGA

KEEMPAT
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KELIMA

KEENAM...

Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang sebagaimana

tercantum dalam t ampiran Keputusan yang merupakan

bagran tidal terpisahkan dari Keputusan ini.

: Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KESATU bertugas:

a. Merumuskan kebljakan pembinaan dan pengembangan

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

b. Menyusun dan menyempurnakan pedoman/ standar

pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum;

dan

c. Melakukan suvervisi terhadap kualitas pembangunan

hukum dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu

wujud tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel,

transparan, efelrtif dan efisien.

: Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU

bertugas:

a. Menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi

hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses

secara cepat dan mudah;

b. Melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang

berkaitan dengan bidang hukum;

c. Melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya

manusia untuk meningkatkan kapasitas Tim Pengelola;

dan

d. Melakukan evaluasi per semester dan laporan tahunan.

: Pada saat Keputusan ini muLai berlaku, Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor: O5/HK.03.1-

Kpt/1971/KPU-Kot/l/2O21 tentang Pembentukan Tim

Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan

Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum

Kota Pangkalpinang Tahun 2021, dicabut dan dinyatakan

tidak berlaku.

: Segala biaya yang timbul sehubungan diterbitkannya

Keputusan ini dibebankan pada APBN KPU Kota

Pangkalpinang.

https:/ljdih.kpu.go.idlbabel/pangkalpinang/
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KEENAM Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 17 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG,

PENTI

Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM

dan SDM,

ttd

https://jdih.kpu.go.idlbabel/pangkalpinang/
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LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAM UMUM
KOTA PANGKALPINANG
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG

A. TIM PEMBINA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI

LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG

B. TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG

No NAMA
JABATAIY DALAM

INSTANSI
KEDUDUKAN
DALAM TIM

1 Penti Ketua KPU Pangkalpinang Pembina

2 Yusmayadi Anggota KPU Pangkalpinang Pembina

3 Ruslan Anggota KPU Pangkalpinang Pembina

4 Margarita Anggota KPU Pangkalpinang Pembina

5 Muslim Ansori Anggota KPU Pangkalpinang Pembina

6 Yuliana Sandriani Sekretaris Penanggung Jawab

No. NAIUA
JABATAN DALAM

INSTAITSI
KEDUDUKAN
DALAM TIM

1 Efry Al Khausar
Subbagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia

Pimpinan Redaksi

2 M. Nazir

Subbagian Teknis
Penyelenggara€ul Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan

Masyarakat

Sekretaris Redaksi

3 Deva Pratama Staf Administrator
4 Indah Fachmawati Staf Anggota Redaksi
5 Ami Fauzia Staf Anggota Redaksi
5 Fahrul Rozie Tenaga Pendukung Anggota Redaksi
6 Berry Octaviano Tenaga Pendukung Anggota Redaksi

KOT

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRET KOMISI PEMILIHAN UMUM

dan SDM,

Diteta.pkan di Pangkalpinang
pada tanggat 17 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG,

PENTI

ttd.

https :/Id i h. kpu.go. idlba bel/pangkalpinang/


